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Beberapa kali ;awabaiﬁﬂna-m- il

sa membuat alur tanya jawab
yang diajukan hakim me
Majelis hakim berusah
mengorek keterangan dari Wi-

nasa secara hukum. Se entara
Winasa membalasnya dengan
jawaban sudut pan poli-
tik. Tak pelak, jawab: pohtié
Winasa kerap membuat maje-
lis hakim geregetan. |

Yang menjadi perdeba
lah keberadaan SK No
tentang Pemberian B

bersalah. “Sampai se
saya tidak pernah lihat
No 4/2009, Jangankan baca per;
bup, hhat bentuknya’

Pernyataan Wmasa memb
majelis hakim mengernyitkan
kening. Dengan suara keras,

hakim Sukanila men

tanggung jawab Winasa .
bupati. Dikatakan S se-
bagai bupati seharusnya mem-
baca dan mengetahui up

Edisi

| nas a dan Haklm'
Saling Serang

] DENPASAR - Sugisana persi-
. dangan dugaan korupsi dana
 beasiswa STITNA dan Stikes
- Jembrana berlangsung panas.

antan Bupati Jembrana I

ede Winasa berdebat sengit
. dengan majelis Hakim yang
. diketuai Wayan Sukanila, den-
1ananggo'w.Dewaax erdeSua.rd

ita dan Nurbaya (jaol. Winasa
- duduk sebagai saksi dengan
1 & erdakwa mantan Kepala Dis-
- dikporabud I Nyoman Suryadi.

Pemeriksaan Wihasa sebagai sakm hampu dqﬂ

; am. Selama dua jgm itu pula, suasana pers;dangan
berlangsung dengan tensi tinggi. Bahkan, debat
 kerap tak terela inasa dan majelis hakim si

| . bergantisaling beradu a ens . |
IRty ¥ Baca Winasq. Ha!.‘gt

ese Mawaban

dlteken “Jadi, pelama
Anda sebagai bupiti asal
a saja? Tanpa tahu
a?” cecar hakim SuKanila.

‘aqamen;awab pertdnyaan
ak dengannadaun ]ugar

jaja. Kalau semua perbup di-
aua blsa.pusmg jadi upan"

llliJ jawa-

par, inasa malah memamer-

pencapaian dirinya selama
al un]ndl bupatl 1 elmlu

ati YangAnda pakm

egdra, bukan uang ptib di!)”
odak Sukanila. “Andaini bu-

.Pen-

didikan Anda §-3. Mamktanda
tangan perbup tak tahu isinya,’
sentil hakim berkacamata itu.
Tapi, pensiunan dokter gigi
fitu tak kurang ]awabaq Dia
kembali memberi gawaban
khas politisi. “Tapi, s dipilih
oleh masyarakat,” celetuknya.
Tak mau kalah galak, hakim
anggota satu Dewa Suardhita

menyebut Winasa tak bisa lepas
dari tanggung jawab h se-
bagai bupati. Sebagai pemimp-
in, Winasa bertanggung

atas semua yang d kan

bawe ya. “Huki I (1 é :
dua, tujuan dan |
sebagai bupati pilih mana? Tu-
Lagi- gi,m nentah
kan pernyataan hakim. Wina-
sa memutar balik pe yaan

“ hakim. “Makanyalitu, ga ingin
bongkar itu kebenaran perbup.
Manabukumndamganbasah
saya?langan-jangan "
pernah baca y&ﬂbu D

baru tahu setelah lipe

dengan nada menin 5 i
Winasa ]ustru mpﬁyebut
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Wmasa

tanwmg jawab program bea-
siswa adalah Asisten II Setda_,
Jembrana, sebagai pejabat
pengguna anggaran. Jawaban
Winasa membuat hakim kem-
bali naik pitam.
[;)ﬂca Sukanila, kete:an
inasa saat diperiksa
hd}k mengaku pemberian
beaslswa berdasarkan Perbup
No 4/2009. Namun, dalam
pért’d&ngan Winasa berkelit.
Qla)dipaksa penyidik dalam
nmemberikan keterangan? Kok
'di sana sama di sini (persidan-
rbeda? Yang benar yang
kejar Sukanila.

: gejenak Winasa terdiam.

K ian pria yang saat ini

uni Rutan Negara itu

y but ada kesalahan da-

memberikan keterangan

L&:nyldik. Hakim meng-

lrga n agar Winasa jujur
dalam memberi keterangan.

Da]am persidangan juga ter-

w pemmhmn ke Dis-
‘ abud, dilanjutkan ke
Disdik-

j an pekan depan dengan
kttﬁgansawahﬂ (san/pit)
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“Radar Bali

(PAD) di qadung. Ba tahun 2017, Pem}

Badung memasang rencana belanja mencdpai
Rp 4,9 lebih

 Dinas adung pun optimistis yang
pentingsituasi keaman ndusﬂ’."Yang)e.lasld
kita lihat p erkemba .r'a.“: unpeﬂulataketaiul

_MF

MASIHFAVORIT : Wisataw wnguummim

tai Kuta. Diharapkan keb 'pengampunan pajak
bisa meningkatkan pendapatan tahun ini.
1 | .

pemerin anpusa sekara gdengan wac
menerapkan tax amne temyata mem
dampak. “Saya bisd melihat perkembana

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguhan  pendapatan pajak y sudah ada. Den an
(BPHTB) sudah mulai agak jalan. Saya nggak  penerapan sistem o Jtﬁemasan ;
tahu kenapa. Ternyata banyak orang mensz servis untuk menca $I me

uangﬂfl ar negeri ditarik ' ”Indonesi ini  akan tetap
membéi !5-5 ssic ke  besar,” ungkapnya. Seperti diketahui, Pe :ﬂchb BAdun ﬁ

sang re elan)a m

Rp4,9 mh+.n lebih. Belanja ini sebagian

didanai Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang

pada tahun 2017 dirancang sebesar Rp 3,5

ungkin gk triliun. Ini meningkat sebesar Rp 580,1 miliar

Pejabat asal Pecatu ini menambahkan,| pi- dibandingkan pada1 d‘:m;k Olﬁ*yang}se{lj?sar
haknya juga mengintensifkan sumber-s Rp 2,9 triliun lebih. ( /lﬁ
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Ketlka Made T

Pakai Surat Saki

" Korupsi memang tidak
pandang usia. Mantan
Rektor IHDN Denpasar
Made Titib ini di usia 63
tahun dinyatakan terbuk-

ti merugikan keuangan |

negara. Tapi, karena pu-
nya surat sakit dia tidak
dimasukkan penjara.

SANDIJAYA, Denpasar |

PRIA uzur yang untuk berjalan
kaki harus dibantu tongkat, itu
gagal menghindar dari jerat
hukum. Permohonan/bebasnya
dalam pleidoi ditoljk majelis

Sama-Sa

u PAKAL..
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* Dana punia yang dipungut dari

mahasiswa seharusnya masuk ke

kas negara melalui pendapatan
" negara bukan pajak.

Tapi, dana punia itu dipungut
dan dikelola langsung THDN
di bawah koordinasi mantan
Karo Umum IHDN Praptini
(dalam berkas terpisah). Karena -
itu, meski Titib tidak terbukti
menikmati korupsi dana punia
mahasiswa kampus THDN.

Maka Titib harus bertanggung
jawab atas apa yang dilakukan
bawahannya. Dalam persidan-

- gan terungkap, dana korupsi
digunakan untuk keperluan di
lingkungan kampus IHDN. Sep-
erti membayar langganan tele-
visi kabel, transportasi dosen,
hingga dipakai membiayai per-
awatan mobil dinas. ;

Atas dasar pertlmbangan
tersebut, majelis hakim menilai
Titib terbukti melakukan per-
buatan korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 UU RI

o

it, Digany

itib Méndapaﬁ Vé)nis Hukuman Kasus Dana Punia

DITUNTUN ANAKNYA : T

MAULANA SANDIJAYA/RA

tib yang berlalan dengan memakai tongkat ini

. kemarin diganjar hukuman setahun penjara tapi tidak ditahan.

Seh
kum
perti
atkary

Efang
ida
men

ukan perawatan.

Ter
pers
perb

memberatkan, perbuatan
dakwa tidak mendukung
aya pemerintah dalam ny

erantas-korupsi. Perbu
erdakwa merugikan keual

ega

Usai menerima vonis,
ampak pasrah. Dia ditu

nak

sidang. Meski divonis setz
penjara, Titib tidak lang

dijeb

arena tim kuasa hukum
enunjukkan surat ketédran-

dand

elum menjatuhkan
an, majelis hakim n
mbangkan hal men

k menikmati hasil
derita sakit yang me

dakwa berlaku sop
dangan dan meny
natannya “Sementar

ra,’ imbuh hakim. -

lelakinya ke luar rt

oskan dalam penjar

n dan meringankan,
meringankan, terdakwa

Tip-

ubah

pikor
[HP.

hu-
nem-
\ber-
Hal

nya,
mer-

an di
esali
a hal
ter-
up-
1em-
atan
ngan

Titib
ntun
lang
hun
sung
a. Ini
Titib

}

Jar Setahun dan Tidak Ditahan

hakim Pengadilan Tindak Pi-
dana Korupsi (Tipikor) Denpasar.
Kemarin (27/7) dia mendapat
ganjaran pidana penjara sela-
ma setahun oleh majelis hakim
pimpinan Dewa Gede Suardhita.
“Menjatuhkan pidana pen-
jara satu tahun, dan denda Rp
50 juta subsider lima bulan ku-
rungan,” tandas hakim Suadhi-
ta dalam amar putusannya.

" Majelis hakim menilai, Titib

sebagai rektor bertanggung
jawab atas penyalahgunaan
pemungutan dana punia ma-
hasiswa kampus THDN. Se-
bagai rektor, Titib mempunyai
tanggung jawab melekat pada

jabatannya
¥ ‘Baca Pakai...

gan sakit dari dokter. “Beliau

dalam kondisi sakit dan masa
| perawatan,” ujar Komang Dar-|
| mayasa dan Made Adi Seraya. |

Terhadap keputusan haklm,‘
kuasa hukum. Titib mengaku
pikir-pikir. Begitu juga dengan
JPU Gede Arthana menyatakan
pernyataan serupa. ‘Kami
pikir-pikir dulu. Selain itu kami
juga akan berkonsultasi den-
gan pimpinan untuk langkah
sselanjutnya,” terang jaksa asal
Buleleng itu.

Seperti diketahui, rapat an-
tara Titib, Praptini, dan se-
jumlah pejabat tinggi IHDN
lainnya. Mereka membadhas
penerimaan mahasiswa baru.
Hasil rapat kemudian sepakat
membentuk panitia, selanjutn-
ya Titib selaku rektor menerbit-
kan SK tentang pembentukan
panitia penerimaan maha-
siswa baru tahun 2011,

Dalam rapat selanjutnya,
Praptini menyampaikan

pendapat bahwa kampus
|THDN saat itu banyak keglatdn |
| keagamaan seperti ngayah. Ke-

ma Menyatakan Pikir-Pikir

No 31 Tahun 1999 tentang
ikor, sebagaimana telah di
itambah dengan UU RINo
20 Tahun 2001 tentang Ti
junctp Pasal 55 (1) ke-1 KU

giatan itu memerlukan dana,
sedangkan dana yang tersedia
di IHDN tidak mencukupi.

Praptinimengusulkan supaya
mahasiswa baru dikenakan
uang dana punia. Dengan rin-
cian, mahasiswa baruS-1Rp 1
juta, D-3 Rp 800 ribu, S-1 dari
D-3 Rp 200 ribu, dan S-1 dari
D-2 sebesar Rp 500 ribu.

Praptini mengatakan bahwa
usulan itu akan dibicarakan
dengan Kementerian Agama.
Dalam dakwaan jaksa juga
terungkap, jika dana punia
diserahkan ke kas negara akan
sulit untuk pengelolaannya.
Sedangkan Titib sebagai rektor
menyetujui apa yang diusul-
kan Praptini. Akibat dari per-
buatan para terdakwa, negara
dirugikan sekitar Rp 752 juta.

Untukterdakwa Praptini sendiri
masih belum divonis. Persidan-
gan terdakwa Praptini saat ini
masih dalam tahap pembacaan
duplik (tanggapan terdakwa un-
tuk jaksa). Besar kemungkinan
Praptini akan divonis dua pekan
mendatang, (*pit)
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iini, b tanya.
merupakan embang na Kantor‘ Kusuma 1putra,mengham kan,agar}
Desa Tegal Kertha di Jala Gunung Desadap melan]utkanden meng-|
Batukaru, Denpasary 1g sebelum-  gunakan Desa yang i dikelola
nya digarap Dinas Tata Ruang dan Pemerintah Desa. “Desa sudah men-

T S 1 K

Perumahan (DTRP) Denpasar . - gelola dan g cukup besar, sehingga |

Kepala DTRP Denpasar, Kadek 1 finishing nya diharapkan menggunakan

Diputra, Rabu (27/7) kemarin m dana Desa jtu]’ ungkapnya. !
Wungkatduatetseb ttethenti  Halsenada di paikan Ketua Fraksi |

Demokrat{ DPRD Denpasar, AA Sus-

‘Sudahdm)gad(amahap rutha Ngurah Putra. Katanya, DesalI

e P Y "’—'iﬂm\.;“_d RERE K 0l

Tegai Kertha sudah memiliki anggaran Denpast*n p tinggi. Contoh saja

yangcukupbesar i ciarmya,danadan jalan rusak yang menj "tgnggungan i
Pemkot Denpasar masih banyak.
Hal berbeda justru dikatakan Wakil

Ketua DPRD Denpasar, I Made Muli-
a. Pria yang akrab dipang-
jah ini melihat dana desa

bangunan kantor saja.
< hal yang dipikirkan desa,
 operasional desa dan lain
/ kata De Gajah. (ara/ﬁ‘r).;

i

ninta kepada
pihak desa untuk tidak memberatkan
Pemerintah Kotd melaﬁlli APBD. Se-
| ' bab, APBD untukpembangunan Kota
\ |
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